IMF Minta Hapus Hilirisasi,
Jokowli Tak Gentar Bilang
Begini
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Orinews.id|Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan
respons terkait Dana Moneter Internasional (International
Monetary Fund/IMF) yang meminta Indonesia untuk menghapus
program hilirisasi.

Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji
beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi
baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa
berjalan. Namun ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya
tetap fokus pada program itu.

Hal itu diungkapkannya dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai
Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana
Negara, Jakarta, Senin (3/7) lalu.
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“Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga
ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan
kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab
dan bagaimana kelanjutannya,” jelas Jokowi, dikutip Sabtu
(8/7/2023).

Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program
andalan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di mana hilirisasi
komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk
Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan.

Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi
negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak
hanya mengekspor barang mentah melainkan barang jadi seperti
baterai kendaraan listrik yang saat ini dibutuhkan dunia.

Adapun IMF secara spesifik meminta kepada pemerintah Indonesia
untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor
nikel dan tidak memperluas pada komoditas lain tertuang dalam
paparan Article IV Consultation.

IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan
masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar
kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara
lain.

“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang
hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagail
bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam
laporannya.

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai
biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan
secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi
dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral
lain.
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